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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, pukul 11.46 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 54 /PUU-XVIII/2020. Dalam
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 54 /PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR
RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 5/1999 dalam Perkara Nomor 54/PUU-
XVIII/2020 diajukan oleh Kamal Barok, S.H., M.H, Nurul Fadhilah, Erika Rovita
Maharani, S.H, Melita Kristin BR Meilala, Helli Nurcahyo, SH., LL.M dan M. Suprio
Pratomo yang memberikan kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H. dKk,
para Advokat pada Kantor Hukum GASMA & Co Advocates, untuk selanjutnya
disebut sebagai Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU PERIMBANGAN KEUANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 34
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999:

(1) “Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden”

(2) “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretaris”

(4) “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi secretariat dan
kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi”.

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 dianggap Para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 dalam permohonan
a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan
adanya pertentangan antara frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1)
dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 sehingga
menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian
sekretariat KPPU. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang
hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan
kepegawaian sekretariat KPPU.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Nomor 116 /PUU-XII/2014, bertanggal 4 Agustus 2015, Paragraf
[3.15] huruf c menyatakan:

“Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi negara dalam cabang
kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya
adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang
bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena
kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga
atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan...”

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas,
sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu
pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat
dan kelompok Kkerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu,
adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU
dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam
menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan
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kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan
wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal
memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang
dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga
mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar.

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila
Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan
meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal
tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang
ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat
terkait dengan Kkesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal
tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamabh. Selain itu, Mahkamabh juga
tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan
dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan
kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan
ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut
bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan
menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.
Oleh karena itu, setelah secara Kkelembagaan kesekretariatan dapat
ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai
korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan
Keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut
sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya.

Bahwa penegasan berkenaan penentuan status Kkelembagaan
kesekretariatan KPPU yang bukan menjadi kewenangan Mahkamabh,
sesungguhnya juga dipahami oleh para Pemohon sebagaimana disampaikan
para Pemohon dalam salah satu dalil permohonannya yang menyatakan
penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah kewenangan pembentuk
undangundang, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Mahkamah
setidaktidaknya dapat memberikan landasan Kkonstitusional sebagai arah
penyempurnaan UU 5/1999, sehingga rancangan undang-undang tentang
larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masuk dalam
daftar prolegnas rancangan undang-undang prioritas dan segera dilaksanakan
(vide permohonan para Pemohon hlm. 28, huruf e). Terhadap hal tersebut,
Mahkamah dapat memahami bahwa oleh karena penyempurnaan UU 5/1999
dapat juga merupakan bagian penegasan terhadap kedudukan dan kewenangan
kelembagaan kesekretariatan KPPU maka dengan mempertimbangkan, bahwa
lembaga KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya
praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
kepada para pelaku usaha di Indonesia, KPPU sebagai lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan
bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang disebutkan pada Pasal 30 UU
5/1999, dan ditambah dalam perjalanannya selama ini KPPU mampu menjawab
tantangan untuk mengawal penerapan UU 5/1999 dan mencegah adanya
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor
perekonomian Indonesia. Maka, melalui putusan ini Mahkamah penting
menegaskan status kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan telah
dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan dengan
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kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja
disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk berkembang menjadi
lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut,
menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon berkaitan kata
“sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana
sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945" tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.

. AMAR PUTUSAN

[{

‘Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”

. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.

Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 yang

menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap

pengujian UU 5/1999 mengandung arti bahwa ketentuan pasal a quo tidak

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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